DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Alamat: JI. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id
www.dkpp.go.id @ medsosdkpp (@) dkpp_ri @ @DKPP_RI @ DKPP RI Call Centre 1500101

RILIS DKPP
DKPP Jatuhkan Sanksi Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu
Kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo

Jakarta, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan
sanksi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu kepada Anggota Bawaslu
Kabupaten Wajo dengan inisial H karena terbukti melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara 184-PKE-DKPP/VIII/2025.

Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang
pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin
(10/11/2025).

“‘Menjatuhkan sanksi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu kepada teradu H
selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo terhitung sejak putusan ini dibacakan,”

ungkap Ratna Dewi Pettalolo.

Teradu terbukti melakukan kekerasan/pelecehan seksual/rudapaksa kepada
pengadu dengan inisial SH selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo sejak tahun 2023 s.d 2025.

Kekerasan/pelecehan seksual/rudapaksa yang dilakukan teradu kepada pengadu
tejadi dalam kurun waktu 2023 s.d 2025. Dalam sidang pemeriksaan terungkap

peristiwa tersebut terjadi sebanyak lima kali dalam waktu dan tempat yang berbeda.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng
(RSUDL) menyimpulkan bahwa pengadu diagnosis mengalami salah satu
gangguan mental akibat peristiwa traumatis,” ungkap Anggota Majelis, Muhammad

Tio Aliansyah.

Diketahui, peristiwa kekerasan/pelecehan seksual/rudapaksa yang dilakukan teradu
kepada pengadu telah ditangani Polres Wajo. Sampai dengan sidang pemeriksaan
perkara ini digelar, Polres Wajo masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan
bukti-bukti.

Tindakan teradu telah mencoreng nama baik Bawaslu, terutama Bawaslu
Kabupaten Wajo. Teradu seharusnya memberikan contoh, melindungi, dan

mengayomi bawahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



“(Teradu) selaku atasan bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya,
terutama Pengadu secara berulang-ulang, sehingga mengalami salah satu
gangguan mental akibat peristiwa traumatis,” tegas Anggota Maijelis, | Dewa Kade
Wiarsa Raka Sandi.

Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf ¢ dan huruf f, Pasal 12 huruf a dan
huruf b, dan Pasal 15 huruf a dan huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam pertimbangan putusan pekara ini, DKPP memberikan atensi kepada Bawaslu
Provinsi Sulawesi Selatan selaku pihak terkait yang tidak cepat dan tidak cermat
dalam mengirimkan hasil kajian kepada Bawaslu RI terkait dengan peristiwa

kekerasan/pelecehan seksual/rudapaksa yang dialami pengadu.

Kelambanan tersebut kemudian dijadikan celah oleh teradu untuk mengundurkan
diri Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo yang kemudian diproses dan disetujui oleh

Bawalsu RI.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk tiga perkara yang melibatkan

sembilan penyelenggara pemilu.

Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan sanksi tidak layak menjadi penyelenggara
pemilu (1) dan peringatan (1). Sementara itu, sebanyak tujuh penyelenggara pemilu

yang direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Maijelis, didampingi
Anggota Maijelis antara lain J. Kristiadi, | Dewa kade Wiarsa Raka Sandi, dan
Muhammad Tio Aliansyah. [Rilis Humas DKPP]

PERKARA YANG DIPUTUS PADA 10 NOVEMBER 2025

g NOMOR PERKARA TERADU PUTUSAN

1. | 106-PKE-DKPP/111/2025 1. Mardiana Rusli 1. Rehabilitasi
2. Abdul Malik 2. Rehabilitasi
3. Alamsyah 3. Rehabilitasi
4. Andarias Duma’ 4. Rehabilitasi
5. Saiful Jihad 5. Rehabilitasi
6. Adnan Jamal 6. Rehabilitasi
7. Samsuar Saleh 7. Rehabilitasi
(Ketua dan Anggota Bawaslu
Provinsi Sulawesi Selatan)

2. | 182-PKE-DKPP/VIII/2025 | RCP Peringatan
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(Anggota Bawaslu Kabupaten
Wajo)

5 NOMOR PERKARA TERADU PUTUSAN
(Anggota Bawaslu Kota
Ambon)

3. | 184-PKE-DKPP/VIII/2025 | H Tidak Layak Menjadi

Penyelenggara Pemilu

Sekretaris DKPP,

Drs. Syarmadani, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721101 199201 1 001
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